BUPATI KOLAKA

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kolaka

. Staf Ahli Bupati Kolaka

. Para Asisten SETDA Kab. Kolaka

. Sekretaris DPRD Kab. Kolaka

. Para Kepala OPD Lingkup Pemkab. Kolaka

. Para Kepala bagian SETDA Kab. Kolaka

. Para Camat Se- Kab. Kolaka

. Para Lurah dan Kepala Desa Se- Kab. Kolaka

. Direktur BUMD Kab. Kolaka

10. Direktur BLUD Kab. Kolaka

11. Pimpinan BLUD Puskesmas Se - Kab. Kolaka

12. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat

13. Seluruh PNS dan Penyelenggara Negara
se-Kab. Kolaka
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di_
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SURAT EDARAN
Nomor : 100.3.4.2/1784/2025

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka dan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, maka disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Setiap Pejabat/ ASN wajib menolak gratifikasi dan dilarang memberikan gratifikasi
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya yang berhubungan dengan

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

2. Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan apabila:
a. Terdapat peristiwa penolakan gratifikasi; dan/ atau

b. Terdapat penerimaan gratifikasi;

3. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan melalui saluran berikut:
a. Disampaikan kepada KPK (paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi
diterima), melalui:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



1) Aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan: https://gol.kpk.go.id

(aplikasi gratifikasi online dapat diunduh di Play Store atau apps Store dengan
kata kunci GOL KPK/ Gratifikasi Online KPK);
2) Surat elektronik pada alamat: pelaporan.gratifikasi@kpk.qo.id;

3) Surat melalui alamat pos KPK;

b. Disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada
Inspektorat Kabupaten Kolaka (paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
gratifikasi), melalui:

1) Media website: https://upg.kolakakab.go.id/lapor;

2) Surat elektronik pada alamat: upgkolaka@gmail.com
3) Whatsapp: 08114055510
4) Datang langsung ke sekretariat UPG di Inspektorat Daerah Kab. Kolaka;

Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas
penerimaan/penolakan gratifikasi dapat diakses pada tautan:

http://www.kpk.go.id/layanan/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik

KPK pada nomor telepon 198 serta layanan konsultasi Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) Kolaka melalui WhatsApp 08114055510 an An. Dwi Safangatun (Safa);

Kepala Perangkat Daerah/Unit bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian

gratifikasi di lingkungan masing-masing;

Inspektur Kabupaten Kolaka bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan

pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap pelaporan penerimaan/
pemberian gratifikasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

Surat Edaran ini wajib disosialisasikan dan diterapkan pada lingkungan perangkat daerah/

unit masing-masing;

Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di

instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian
gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Ditetapkan di Kolaka

Pada Tanggal, 27 November 2025
Bupati Kolaka,

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

3. Ketua DPRD Kab. Kolaka di Kolaka

4. Kapolres Kolaka di Kolaka

5. Dandim 1412 Kolaka di Kolaka

6. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka di Kolaka

7. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kab. Kolaka
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